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TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2016-2021

INSPEKTUR KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang . a. bahwa dengan keluarnya Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2017

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-

1 2021, dipandang perlu melakukan perubahan Rencana Strategis
Inpektorat Tahun 2016-2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Inspektur Kota Bukittinggi tentang Perubahan
Rencana Strategis Inspektorat Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasonal;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata
Cara Perencanan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.




Menetapkan
Pertama

Kedua

Ketiga

7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Bukittinggi Tahun 2006-2025;

9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 50 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan serta Tata Kerja Inspektorat;

11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Darah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-
2021.

MEMUTUSKAN :

: Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kota Bukittinggi Tahun 2016-

2021,

. Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kota Bukittinggi Tahun 2016-

2021 adalah dokumen perencanaan untuk periode lima tahun;

: Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kota Bukittinggi Tahun 2016-

2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi ini.

Ditetapkan di Bukittinggi
Pada tanggal 29 Desember 2017
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KATA PENGANTAR

Rencana strategis Inspektorat Kota Bukittinggi 2016-2021
memberikan arah dan fokus bagi pelaksanaan kegiatan Inspektorat Kota
Bukittinggi di dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat terhadap
reformasi, demokratisasi dan globalisasi yang pada intinya adalah pelaksanaan
Good Governance. Selain itu Renstra Inspektorat ini disusun dengan
memperhatikan lingkungan strategis yang berkembang dewasa ini.

Dalam rangka mewujudkan Good Governance (Pemerintahan yang
baik) melalui pemerintahan yang bersih (Clean Governance) yang menjadi
tuntutan di dalam tantangan yang mengglobal dewasa ini, peran Inspektorat
Kota Bukittinggi selaku lembaga pengawas menjadi sangat penting dalam
upaya menekan terjadinya praktek-praktek Korupsi Kolusi Nepotisme.
Keberhasilan Inspektorat dalam mencapai visi yang ditetapkan sangat
ditopang dengan fungsi dari aspek manajemen pengawasan dan pengendalian
program / kegiatan sebagai salah satu unsur manajemen.

Pengawasan dilakukan untuk memperoleh kepastian apakah
pelaksanaan kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana semula dan
ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif, berorientasi
pada pencapaian visi dan misi Kota Bukittinggi

Untuk memenuhi visi dan misi Kota Bukittinggi maka Inspektorat
sebagai salah satu SKPD penanggung jawab pada misi 1 dan misi 2 Kota
Bukittinggi, menetapkan tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Bukittinggi.

Dengan terjadinya perubahan struktur perangkat Daerah di Kota
Bukittinggi, telah dilakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021. Selanjutnya untuk masing-

masing unit kerja dilakukan perubahan Renstra tahun 2016-2021, demikian
juga Inspektorat sehingga dalam perwujudan dan implementasi, Inspektorat
diharapkan dapat memberikan pelayanan prima dan professional untuk
mencapai tujuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat

Kota Bukittinggi sejalan dengan Inpres No. 25 Tahun 2004 tentang Percepatan

. _ ____ __ __ _ ________________________________."..-- - 3
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Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Penyusunan Renstra ini
merupakan pedoman bagi unit kerja Inspektorat dalam melakukan kegiatan 5
tahun ke depan.

Diharapkan seluruh pihak terkait dapat memahami Renstra ini
sebagai bahan dalam penyusunan bahan perencanaan pembangunan khususnya
di lingkungan Inspektorat Bukittinggi. Ini merupakan keharusan agar Renstra
ini dapat berfungsi dan tumbuh sebagai dokumen yang hidup dalam
menggerakkan kegiatan pengawasan menuju Tujuan dan sasaran Inspektorat

Semoga Tujuan dan sasaran tersebut menjadi tantangan untuk

bekerja meningkatkan kualitas pengawasan intern.

Bukittinggi, 2017
INSPEKTUR KOTA BUKITTINGGI

Ry X e,
NIP196203111986031004




1.1

BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan,
tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan
pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran
dan kewenangannya, serta kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing

daerah sesuai dengan dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan

koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan daerah.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
merupakan dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan Satuan
Kerja Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada
umumnya dalam jangka waktu 5(lima) tahun ke depan masa kepemimpinan
Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), serta mengacu kepada Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM

Nasional.

Penyusunan Renstra SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD
dalam mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan dan

capaian program Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

ke dalam penyusunan Renstra SKPD yang disesuaikan dengan tugas pokok




dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Untuk mendapatkan dukungan
| yang optimal dalam mengimplementasikan proses penyusunan Renstra
| SKPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder
dalam mencapai tujuan Renstra SKPD melalui proses yang transparan dan
akuntabel. Tanpa perencanaan strategis yang baik maka instansi pemerintah

kemungkinan besar tidak akan dapat mencapai tujuannya.

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, maka terjadi Perubahan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi tahun 2016-2021.
Selanjutnya SKPD menyusun Renstra perubahan yang disesuaikan dengan
RPJMD perubahan.Ada beberapa perubahan dalam dokumenrevisi renstra
ini antara lain tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dankegiatan yang telah
ditetapkan di awal tahun 2016, namun untuk kegiatan akan disesuaikan
dengan kegiatan pembangunan di bidang pengawasan berdasarkan kondisi

dan potensi daerah di Kota Bukittinggi.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-UndangNomor 09 Tahun 1956 tentangPembentukan Daerah
Otonom Kota BesardalamLingkungan Daerah Propinsi Sumatera Ten-

gah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional,

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

- _______ ______ . .
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S.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Perubahan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-
2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

PenyusunanRenstralnspektorat Kota Bukittinggidimaksudkanun-

tukmenjaminadanyasuatuketerkaitanantara RPJMD  dalamsetiapperanca-

naan, penganggaran, sertapelaksanaan program dankegiatansetiaptahunse-

lam 5 (lima) tahunkedepandan memberikangambaran yang jelastentangtu-

juandansasaranberbagaikebijakan, program dankegiatansertaindikatorki-

nerjalnspektorat Kota Bukittinggi.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Kota Bukittinggi tahun

2

1.

016-2021 adalah :

Sebagai Acuan dalam melaksanakan rencana Pembangunan dan
menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan

pemerintah Kota Bukittinggi dengan Inspektorat Kota Bukittiggi,

Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat
Kota Bukittinggi dan dalam menentukan prioritas program dan
kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD
Kota Bukittinggi, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.




3.  Sebagai acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja

Inspektorat setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Inspektorat Kota Bukittinggi ini di-

susun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pemban-

gunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangu-

nan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pem-

bangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menen-

gah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan susunannya ada-

lah, sebagai berikut :

BAB 1

BAB I1

BAB I

PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai latar bela-
kang, Landasan hukum, maksuddantujuansertasistematikape-

nulisan.

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA
BUKITTINGGI

Gambaran Pelayanan Inspketorat Kota Bukittinggi memuat-
penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi pe-
rangkat darah, sumberdaya, kinerja pelayanan, serta tantangan

dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
INSPEKTORAT

Memuat penjelasan mengenai identifikasi permasalahan ber-

dasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah, Telaahan visi,

misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,




telaahan renstra K/L dan Resntra Provinsi/Kab/Kota, telaahan
rencana tata ruang wilayah dan KLHS RPJMD serta penen-

tuan isu-isu strategis.

BABIV  TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan dan sasaran memuat penjelasan mengenai Tujuan dan
Sasaran Jangka Menengah Perangkat daerah dan hubungan-
Tujuan dan sasaran Perangkat daerah dengan Tujuan Sasaran
RPJMD.

BAB YV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Memuat penjelasan tentang strategi dan arah kebijakan Pe-
rangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka
menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan
kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Ran-
cangan Awal RPJMD.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
Memuat Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat selama 5
Tahun ke depan beserta penganggarannya

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Memuat Indikator Kinerja Kunci Inspektorat selama 5 tahun
beserta target pencapaiannya

BAB VIII PENUTUP

Rencna tategis Iektorat Tahun 201 62021 ' 7 - I-5




BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat

a). Tugas
Sesuai Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat, maka
kedudukan Inspektorat Kota Bukittinggi merupakan unsur Pengawas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur.
Adapun tugas Inspektorat membantu Walikota dalam membina dan mengawasi

pelaksanaan yang menjadi kewenangan daerah.

b). Fungsi

Inspektorat Kota Bukittinggi mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu,
evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;

4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
Pelaksanaan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta
pengelolaan keuangan Inspektorat; dan

6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

¢). Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah ditetapkan Struktur Organisasi Inspektorat sebagai
berikut :
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INSPEKTUR

.

L SEKRETARIS

KASUBAG UMUM DAN

KASUBAG
PERENCANAAN DAN
PELAPORAN

KEUANGAN
1
[ INSPEKTUR INSPEKTUR
PEMBANTU(IRBAN) PEMBANTU (IRBAN)
WIL. I WIL. 11

&
r D

KELOMPOK KELOMPOK

JABATAN JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL
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Susunan Organisasi Inspektorat adalah Tipe C, dengan susunan organisasi sebagai
berikut :
1. Inspektur
2. Sekretaris terdiri atas :
a. Subag Umum, Kepegawaian dan Keuangan
b. Subag. Perencanaan dan Pelaporan.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi jabatan Fungsional
4. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi jabatan Fungsional

2.2.Sumber Daya Inspektorat
2.2.1 Sumber Daya Manusia Aparatur

Sumber daya manusia Inspektorat Kota Bukittinggi per 29 Desember 2017
berjumlah 42 orang ASN, dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Jumlah Pegawai
No. Uraian :
Laki-laki Perempuan Jumlah
1. Jumlah Pegawai 17 25 42
2. Menurut Tingkat
Pendidikan - - -
a. SD - - -
b. SMP - 1 1
c. SLTA 2 1 3
d DI - - -
e. DII - - -
f. D.II - - -
g S.1 10 13 23
h. S2 5 10 15
1. S3
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3. Menurut Golongan

a. Golongan I - 1 1
b. Golongan II - 1 1
c. Golongan III 11 18 29
d. Golongan IV 6 5 11
4. Menurut Diklat

Penjenjangan - - -
a. PimI - - -
b. PimlIl 1 - 1
c. PmlIl 3 3 6
d. PimIV 3 6

5. Menurut Jabatan

- Struktural 1 4 5
- Fungsional
e JFA 10 13 23
e P2UPD 2 4 6
- Staf 4

Sumber daya manusia masih menjadi kendala yang perlu diselesaikan. Untuk
perbaikan sumber daya manusia, perlu peningkatan kuantitas maupun kualitas aparatur

pengawas Inspektorat. Kendala yang dihadapi saat ini :

a. Jumlah aparatur Inspektorat saat ini sebanyak 42 orang yang terdiri dari 29 Pejabat
Fungsional, 5 Pejabat Struktural dan 8 orang staf fungsional Umum.
Dengan banyaknya tugas-tugas pengawasan yang dilakukan saat ini, dimana dar1 8
orang staf/fungsional umum yang telah mengajukan menjadi pejabat fungsional
auditor/P2UPD sebanyak 2 orang dan akan terealisasi di tahun 2018. Hal ini
dirasakan jumlah aparatur yang ada sekarang terutama staf/fungsional umum
sangatlah kurang. Untuk penguatan APIP perlu dilakukan perekrutan aparatur

berkompeten di bidang pengawasan dan untuk Sekretariat diperlukan penambahan
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staf. Pada saat ini Auditor diperbantukan untuk melaksanakan tugas-tugas di
Sekretariat.

b. Peningkatan Kualitas SDM
Keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan yang sangat ditentukan dari faktor
sumber daya manusianya. Kurangnya SDM yang kompeten maksudnya yang belum
mengikuti diklat penjenjangan dan diklat teknis dapat mengakibatkan kegiatan
pengawasan tidak optimal.
Pada dasarnya diklat diadakan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan
keahlian juga kompetensi serta kinerja Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP). Aparatur Pengawasan adalah mesin penggerak bagi Inspektorat, dimana
pengawasan merupakan tugas pokok. Apabila terjadi stagnasi kemampuan
pengawasan, akan berpengaruh pada tingkat kinerja Inspektorat.
Untuk itu peningkatan pengetahuan dan ketrampilan Aparatur Pengawasan Intern
Pemerintah menjadi prioritas utama, karena belum terpenuhinya syarat jabatan yang
harus dimiliki oleh Aparatur Pengawasan akan berpengaruh pada mutu pekerjaan.
Aparatur Pengawasan tetap terus menjaga kompetensinya dari waktu ke waktu

| dengan menyelenggarakan diklat, pendidikan gelar atau non gelar.

2.2.2. Asset

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok Inspektorat Kota
Bukittinggi diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Pada umumnya kondisi
sarana dan prasarana yang dimilki belum memadai untuk mendukung pelayanan
Inspektorat. Nilai Asset yang dikelola Inspektorat per 29 Desember 2017 sebesar Rp.
3450619812~ terdiri dari Asset Lancar sebesar Rp.28.892.700,- , Asset Tetap
sebesar Rp.3.370.111.278,-, dan Asset Lainnya sebesar Rp.51.615.834 -. Sarana dan
prasarana penunjang yang digunakan oleh Inspektorat Kota Bukittinggi dalam
mencapai sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :
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NO URAIAN SR
TAHUN 2017
01 | TANAH
- Tanah 625 M?
02 | PERALATAN DAN MESIN 321
a. Alat-alat Besar 2 unit
b. Alat-alat Angkutan 9 unit
c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur . 7
d. Alat-alat Pertanian/Peternakan 0
e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 315
f. Alat-alat studio dan Komunikasi 14
g. Alat-alat Kedokteran 0
h. Alat-alat Laboratorium 0
1. Alat-alat Keamanan 0
03 | GEDUNG DAN BANGUNAN
a. Bangunan gedung 200 M?
b. Bangunan Monumen 0
04 | JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 0
a. Jalan dan Jembatan 0
b. Bagunan dan Irigasi 0
c. Instalasi -
d.Jaringan 0
05 | ASET TETAP LAINNYA 471 paket
a. Buku Perpustakaan 250 paket
b. Barang bercorak kesenian /kebudayaan -
c¢. Hewan ternak dan tumbuhan 221 paket
06 | KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengawasan, ikut memberikan
kontribusi yang besar dalam pencapaian keberhasilan Aparatur Pengawasan Intern
B N T
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Pemerintah dalam bidang pengawasan. Sarana dan prasarana tersebut antara lain
meliputi ruang kerja yang memadai, kendaraan dinas operasional, tempat
perpustakaan beserta buku / referensi, sarana informasi teknologi, komputer, alat tulis
kantor, ruang dan lemari penyimpanan arsip dan sebagainya. Tanpa sarana yang
memadai, pekerjaan pengawasan menjadi terhambat, di lain pihak dengan sarana
yang memadai akan mendorong kelancaran penyelesaian tugas pengawasan. Oleh
karena itu, penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasana pengawasan perlu
dikelola secara baik sehingga selalu tersedia saat dibutuhkan demi kelancaran tugas
pengawasan. Pada umumnya kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki cukup
memadai untuk mendukung pelayanan Inspektorat, namun masih perlu adanya
peningkatan sarana dan prasarana pendukung pemeriksaan seperti penambahan
kendaraan roda 2 dan 4 untuk Sekretariat dan operasional Tim Pemeriksa, komputer /
Laptop, printer, scanner, meubiler serta lemari dan gudang arsip. Diharapkan
kebutuhan ini dapat diakomodir oleh TAPD nantinya.

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat

2.3.1. Kinerja Pelayanan Berdasarkan Tupoksi
Tingkat capaian kinerja Inspektorat Kota Bukittinggi tahun 2015 dilakukan
dengan  membandingkan antara target kinerja dengan realisasi capaian.

Tingkat capaian tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :
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Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Bukittinggi

Indikator
Kinerja sesuai
Tugas dan
Fungsi

Inspektorat

Target

NSPK

Targ
et
KK

Target
ndikat

Target Renstra Inspektorat Tahun

ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun
ke-(=capaian/target x 100%)

Lainny:

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

@)

3)

(C)]

3)

©®

@)

®)

®)

(10)

an

12)

13)

(14)

1s)

(16)|(17)

(19)

(20)

Urusan Wajib
Inspektorat:
Penurunan %
temuan pada
SKPD

10%

60%

30%

10%

10%

10%

14%

7%

15,40
%

51,13

48,9%

23 |25

5113

489

Penurunan %
kasus disiplin
pegawai yang
ditangani

5%

10%

10%

5%

5%

24%

3,57
%

(18,5
2)%

(18,71
%)

240
%

(570,
4

(375)

Penurunan %
temuan audit
BPK terhadap
LKPD yang
berhubungan
dengan Standar
Akuntansi
Pemerintahan

10%

25%

20%

10%

20%

10%

20%

7547
%

8%

(3.33%

80
%

754,

(33,33

Peningkatan %
temuan yang
dapat
diselesaikan

15%

85%

50%

50%

15%

15%

76,58
%

50%

10,77
%

1%

(158)

90 | 100
% | %

215

(10,53

Auditor
bersertifikat ahli

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Auditor
bersertifikat
Ketua Tim

16%

29%

100%

100%

16%

29%

100%

100%

P2UPD
bersertifikat
Pengawas
Madya

100
%

100%

Auditor dan
P2UPD
mengikuti dilat
substantif /
teknis

100
%

100%

10%

100%

100%

100%

100%

100
%

100
Y%

100%
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2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat

untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan
Inspektorat pada level program, selanjutnya, kinerja Inspektorat Kota Bukittinggi akan
dianalisis pengelolaan pendanaan pelayanan Inspektorat melalui pelaksanaan Renstra
Inspektorat periode perencanaan sebelumnya dengan rincian sebagaiman pada tabel T-C.24.

Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat

. o Rata-Rata
o Rasio antara Realisasi dan
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Pertumbu
Anggaran Tahun ke-
han
Uraia
Re
n Ani ]
ali
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 gga
sa
ran d
si
(e)) 2) 3) ® () ©) ) ®) ) (10) a1 |(12)| a3) | (A4) | (15) | (16) | (A7) |(18)
Belanja 1210597.50 | 16934560 | 2335.550.5 | 18573941 1.714.666.7 | 978897.44 1.141.290.1 1.870.089.1 1.458 14553373 | 808 | 673 80,0 | 75
8488 | 832 | 973
Langsung | 0 00 00 50 60 0 ) 68 754.403 85 6 9 7 4
Belksip 201700430 | 22291640 | 27657092 | 35187239 | 38519557 | 2000.541.1 | 20674092 | 26833734 | 34066378 | 37467184 | 991 | 927 | 970 | %8 174
Tidak 9727 | 1819
0 00 ® 08 ¥ o 8 19 57 2 8 A 2 1 6
Langsung
322769180 | 3922620 | 5101259 | 5376118 | 55666224 | 2970.4385 | 3208694 | 4553462 52020558
Total 48653
0 000 78 058 97 4 35 587 02260 14

Saat ini anggaran Inspektorat ( Belanja Langsung + Belanja tidak langsung ) baru sekitar 0,88%
dari APBD Kota Bukittinggi. Hal ini belum terwujud sesuai dengan Permendagri Nomor 44
Tahun 2008 tanggal 17 Oktober 2008 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintrah Daerah Tahun 2009, pada Lampirannya disebutkan bahwa Pemerintah Daerah
diwajibkan mengalokasikan pemanfaatan 1% dari APBD tahun 2009 untuk Inspektorat Propinsi,
Kabupaten/Kota guna mendukung peran dan fungsi pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 47 Tahun 2011 tanggal 29
September 2011 tentang Kebijakan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun
2012 disebutkan bahwa Penguatan Pengawasan Internal dengan meningkatkan anggaran di

Inspektorat Propinsi dan Kabupaten / Kota.
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

2.4.1. Tantangan
Dalam melaksanakan tugas sehari-hari maupun dalam mewujudkan Tujuan dan

Sasaran Inspektorat Kota Bukittinggi, tentunya tidak terlepas dari tantangan yang dapat

dilihat dari beberapa aspek :

1. Adanya tuntutan Nasional untuk percepatan pencapaian Reformasi Birokrasi di
Pemerintah Daerah.

2. Adanya tuntutan Nasional untuk menciptakan Zona Integritas Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

3. Adanya Tuntutan Nasional untuk Tingkat Maturitas Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) di Kabupaten/Kota minimal berada pada level 3 Tahun 2019

4. Banyaknya pengaduan Masyarakat terkait Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan
dan Kemasyarakatan.

5. Adanya Tuntutan Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Kapabilitas
Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) minimal level 3 untuk
Kabupaten/Kota.

6. Adanya tuntutan terhadap APIP (Inspektorat) sebagai Quality Asurance (Penjamin
Mutu) dalam pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan.

7. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK merupakanA salah satu Indikator
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.4.2. Peluang

1. Adanya Fasilitasi dan Asistensi dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi serta KPK untuk percepatan Pencapaian Reformasi
Birokrasi dan menciptakan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani

2. Adanya Fasilitasi dan Asistensi dari BPKP untuk mencapai Tingkat Maturitas SPIP
di Level 3 dan Peningkatan Kapabilitas APIP

3. Adanya peluang untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas kepada APIP.

2.4.3. Kekuatan :
1. Adanya komitmen Kepala Daerah dengan Seluruh SKPD untuk mencapai Reformasi
Birokrasi, Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi- WBBM dan Tingkat
Maturitas SPIP Pemerintah Kota Bukittinggi di Level 3
2. Adanya dukungan dari masyarakat dengan melaporkan berbagai bentuk

penyelewengan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah.
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3. Adanya kesempatan bergabung dalam organisasi Profesi.
4. Adanya Kerjasama yang baik dengan Lembaga Pengawasan baik Internal maupun

Eksternal .

2.4.4. Kelemahan

1. Kurangnya dukungan dana pada Inspektorat Kota Bukittinggi

2. Struktur Organisasi dengan Type C, mengakibatkan beban tugas pada jabatan
Stuktural semakin berat

3. Laporan hasil pemeriksaan sebagai salah satu input hasil pengawasan belum
ditindaklanjuti oleh Pimpinan Unit Kerja secara cepat, tepat dan tuntas.

4. Sistim pengendalian Intern belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga
kelemahan, hambatan serta penyimpangan dan pelanggaran belum dapat dicegah

secara dini.
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3.1

BAB 111

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
INSPEKTORAT

Pada Bab ini, akan dijelaskan Permasalahan dan isu-isu strategis yang

ada pada Inspektroat, penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan

berdasarkan sistematika berikut ini.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Inspektorat

Berdasarkan gambaran pelayanan Inspektorat pada Bab II, maka

dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan Inspektorat sebagai berikut

1.

Struktur Organisasi Inspektorat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka ditetapkan
bahwa Inspektorat merupakan organisasi Perangkat Daerah Type C yang
sebelumnya merupakan type B. Dengan type C ini jumlah jabatan
struktural menjadi berkurang, dimana Inspektur Pembantu yang dulunya
berjumlah 3 orang, sekarang menjadi 2 Inspektur Pembantu, sehingga
wilayah kerja yang semula di bagi 3 wilayah sekarang menjadi beban
tugas 2 Inspektur Pembantu dengan 2 wilayah kerja. Begitu juga untuk
jabatan Kepala Sub Bagian dibawah Sekretaris yang semula 3 Sub
Bagian berkurang menjadi 2 Sub Bagian, sehingga tugas 3 sub bagian
yang lama dilaksanakan oleh 2 sub bagian. Untuk lebih jelasnya dapat
digambarkan pada tabel di bawah ini :

No | Struktur lama (type B) Struktur baru (type C) Keterangan

Inspektur Inspektur

Sekretaris Sekretaris

Irban Wil. 1 Irban I




4 Irban Wil 11 Irban 11
5 Irban Wil .III

6 Subag.Umum dan | Subag.Umum,
Kepegawaian Kepegawaian dan
Keuangan
7 Subag. Perencanaan dan | Subag.Perencanaan dan
Keuangan Pelaporan

8 Subag. Evaluasi dan
Pelaporan

Dengan struktur organisasi type C ini mengakibatkan beban tugas
masing-masing Sub Bagian cukup berat, dan berdampak pada nilai

Kinerja yang tidak maksimal

)

Sumbar Daya Aparatur

Aparatur Inspektorat tahun 2017 berjumlah 42 orang, terdiri dari : 5
orang pejabat Struktural, 29 orang Pejabat Fungsional Auditor dan
P2UPD, Fungsional umum 8 orang. Dari 8 orang fungsional Umum, 1
orang telah mengusulkan impassing sebagai Pejabat Fungsional Auditor
dan 1 orang menunggu Keputusan pengaktifan sebagai Pejabat
Fungsional Auditor, sehingga dengan bertambahnya jumlah pejabat
Fungsional Auditor sebanyak 2 orang akan menjadi 31 orang. Hal ini

dirasakan sangat kurang terlebih tenaga fungsional umum/staf.
3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang ada pada Inspektorat masih kurang
memadai, terutama ruang penyimpanan dan lemari arsip untuk
menyimpan dokumen hasil pemeriksaan, selanjutnya perlu penambahan
laptop/PC, printer dan perlu dilakukan pemeliharaan dan perawatan
yang maksimal terhadap sarana dan prasarana sehingga pada saat

dibutuhkan dapat langsung dioperasionalkan.

L ]
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4. Dukungan Dana

Alokasi dana Inspektorat Kota Bukittinggi masih sangat kurang.
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 700-462 Tahun
2007 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Tahun 2008 bahwa dalam rangka Peningkatan Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masing-masing
Pemerintah Daerah agar mengalokasikan dana minimal 1% dari APBD
dan meningkatkan secara proporsional pada setiap tahun untuk

anggaran pada Inspektorat Propinsi/Kab/Kota.

Selanjutnya Permendagri Nomor 44 Tahun 2008 Tanggal 17 Oktober
2008 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2009 pada lampirannya disebutkan bahwa
Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan Pemanfaatan 1% dari
APBD untuk Inspektorat Provinsi/Kab/Kota guna mendukung peran
dan fungsi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah. Saat ini rata-rata alokasi dana Inspektorat 0,88% dari total
APBD, sementara untuk biaya langsung Inspektorat rata-rata sebesar

0,59% dari total belanja langsung Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih

Berdasarkan pada visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota dalam
RPJMD Kota Bukittinggi 2016-2021, maka Inspektorat Kota Bukittinggi
mendukung pelaksanaan misi 2 yaitu :

2. Meningkatkan kinerja Pemerintahan secara profesional, transparan, akun-

tabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan

sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksa-
naan misi Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi. Selanjutnya dari
misi yang telah ditetapkan tersebut, maka Inspektorat Kota Bukittinggi
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menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD
yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil

Walikota (terdapat dalam tabel 3.1).
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Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

Visi:

Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan
dan Jasa Berlandaskan Nilai-Nilai Agama dan Budaya.

dukungan dana

No Misi dan Program Permasalahan Faktor
KDH dan Wa}kil KDH | Pelayanan SKPD Penghambat Pendorong
terpilih
(1) (2) 3) (4) (5)
Misi 2: e Belum e Belum ¢ Adanya dukungan
Meningkatkan kinerja maksimalnya maksimalnya pimpinan untuk
Pemer.mtahan secara pelaksanaan SAKIP SKPD di meningkatkan _
profesional, transparan, S Linekun SAKIP SKPD di
akuntabel dan p man gkungan lingkungan SKPD
mempunyai jiwa yang berkinerja, pemenntah Kota
kewirausahaan bersih dan Bukittinggi
bebas KKN ..
ehas e Belum ¢ Adanya kebijakan
Maksimalnya dari pimpinan
pelaksanaan unfyk
. | melaksanakan
Reformasi Birokrasi kegiatan sesuai
yang diamanatkan
dengan peraturan
perundang-
undangan
¢ . Belum e Adanya komitmen
efektifnya pimpinan untuk
pengawasan APIP meningkatkan
pengawasan Intern
Pemerintah
*Belum . Kurangnya | e Adanya kebijakan
optimalnya SDM terutama menugaskan
Inspektorat fungsional umum an Auditor
sebagai melaksankan tugas
lembaga administrasi
pengawasan . Kurangnya | *Adanya kebijakan
yang profesioal efisiensi anggaran
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3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Inspektorat Provinsi

Sebagai salah satu perangkat pemerintah, Kementerian Dalam Negeri
mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan dalam negeri
| dan fungsi untuk perumusan , penetapan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang pemerintahan dalam negeri, pengelolaan barang milik / kekayaan
negara, pengawasan atas pelaksanaan tugas pemerintahan dalam negeri dan

pelaksanaan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 79 tahun 2005, secara tegas menyatakan Menteri Dalam Negeri
adalah sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah, dengan demikian terkandung makna dan penegasan
bahwa secara berjenjang dan terintegrasi pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi ranah kewenangan dan

tanggungjawab Menteri Dalam Negeri.

Berkaitan dengan sinergi program dan kegiatan di bidang pembinaan dan
pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sesuai dengan
Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan
Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Eselon I Kementerian Negara pada pasal 85 dan 86 antara lain disebutkan
bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri melaksanakan tugas
pengawasan internal di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
Provinsi, Kabupaten dan Kota. Penataan tugas tersebut tidak terlepas dari
posisi Menteri Dalam Negeri di samping memimpin suatu Kementerian juga

selaku koordinator pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah.




Demikian halnya dengan Inspektorat Provinsi, juga dituntut berperan ganda,
di satu sisi, Inspektorat provinsi sebagai SKPD yang membantu Gubernur
dalam pengawasan internal di lingkungan pemerintahan provinsi serta
terhadap anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi. Disisi lain
Inspektorat Provinsi juga melaksanakan tugas sebagai alat bagi Gubernur
selaku Wakil Pemerintahan Pusat dalam melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten dan

kota.

Posisi ganda Menteri Dalam Negeri dan Gubernur tersebut berimplikasi

antara lain pada keharusan dilaksanakannya .

1. Koordinasi perumusan Program Kerja Pengawasan Tahunan ( PKPT )
secara nasional oleh Menteri Dalam Negeri melalui Forum
Rakorwasdanas dan koordinasi penyusunan PKPT kabupaten / kota oleh
Gubernur melalui forum rakorwasda sebagaimana diamanatkan dalam
PP nomor 79 tahun 2005, Pasal 30,31 dan 32. Seiring dengan
pelaksanaan koordinasi tersebut di tingkat Kabupaten/Kota Inspektorat
Kota juga melaksanakan fungsi pengawasan sesuai PP Nomor 60 Tahun
2008 tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pasal 48
ayat (1) dan (2) dan pasal 49 ayat (1) dan (6) menyatakan bahwa
Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
melakukan Pengawasan Intern terhadap Penyelenggaraan tugas dan
fungsi SKPD melalui kegiatanAudit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan

kegiatan pengawasan lainnya.

Disamping itu dalam rangka melaksanakan Perpres No.81 Tahun 2010
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang menargetkan
tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan Kapasitas dan
Akuntabilitas organisasi, Pemerintah yang bersih dan bebas KKN serta
peningkatan pelayanan publik untuk menuju Good Governance dan

Clean Goverment.

T e S R A S M Moo
Rencana Strategis Inspektorat (2016-2021) I -7




2. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan secara nasional oleh

Menteri Dalam Negeri melalui Forum Pemutakhiran Data TLHP

Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara sinergis baik
oleh BPK, Inspektorat Jenderal Kementerian dan Unit Pengawasan lainnya
serta Inspektorat Provinsi/Kab/Kota agar tercipta hasil pengawasan secara
komprehensif yang dapat menjadi masukan dan tolok ukur terhadap berhasil

tidaknya penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Barat maka Visi dan
Misi Inspektorat Provinsi adalah Menjadi pengawas yang profesional dan
bermartabat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan ber-
sih di Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor-faktor penghambat ataupun
faktor-faktor pendorong dari pelayanan Inspektorat yang mempengaruhi
permasalahan pelayanan Inspektorat ditinjau dari sasaran jangka menengah
Renstra K/L.

L S S e S SRy
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Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Inspektorat Provinsi berdasarkan Sasaran
Renstra Inspektor Provinsi Sumatera Barat beserta Faktor Penghambat
dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

Sasaran Jangka Permasalahan Sebagai Faktor

No | Menengah Renstra Pelayanan
Inspektorat Provinsi Inspektorat Fengiumbt | Dentiones

(1) (2) 3) 4) (5)

1. | Terlaksananya Tidak maksimal | Terbatasnya 1. Adanya
penanganan / nya pelayanan personil kebijakan
penyelesaian pengawasan Auditor/ pemberantasan
kasus/khusus Pemeriksa KKN secara
pengaduan dibandingkan Nasional.
masyarakat dengan luasnya |2. Kesadaran dan

beban kerja keberanian

pengawasan. masyarakat
melaporkan
adanya
penyimpangan
cukup tinggi.

3. Dibangunnya

Komitmen
Aparatur ,
Swasta dan
masyarakat
untuk
mewujudkan
Pemerintahan
yang baik.

B Terlaksananya Pembinaan/penin | Orientasi Mendorong upaya
perbaikan gkatan kualitas pemeriksaan untuk
pengelolaan sumber daya masih meningkatkan
kepegawaian, asset, | manusia masih cenderung kemampuan
keuangan serta tugas | terbatas, terutama | bersifat ketaatan | aparatur dalam
pokok dan fungsi dalam hal dan belum melakukan
SKPD Provinsi dan | pemberian diklat | mampu pemeriksaan
Kabupaten/Kota bidang teknis memberikan kinerja

pengawasan. penilaian
terhadap kinerja
organisasi
/program.

ana Strai Inspektora(2016-2021) -




Sasaran Jangka Permasalahan Sebagai Faktor

No | Menengah Renstra Pelayanan
Inspektorat Provinsi Inspektorat Peaghaaibet, . | Pehloroiig

(1) (2) 3) “4) (5)

3. Peningkatan kurangnya mutu | Dukungan Pemenuhan
wawasan dan hasil sumber dana sarana dan
kemarppuan tenaga | pemeriksaan. relatif belu_m prasarana yang
pemeriksa dan mencukupi. srieindi untak
tenaga penunjang
pemeriksa mendukung

kinerja
organisasi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah sehingga tidak dipengaruhi oleh Rencana Tata Ruang Wilayah.
Tabel 3.3.
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang

Wilayah
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Rencana Tata Ruang e Faktor
No | Wilayah terkait Tugas
dan Fungsi SKPD Pelayanan SKPD | Penghambat Pendorong

NIHIL

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan Inspektorat, visi, misi dan program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka
menengah pada Renstra Inspektorat Kota Bukittinggi, implikasi RTRW bagi

pelayanan Inspektorat dan identifikasi masalah tersebut diatas.

- _ ]
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Sesuai dengan tugas pokoknya Inspektorat melakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan berfungsi sebagai perumusan
kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, pelaksanaan
pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu,
evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, pelaksanaan
pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota, Penyusunan
laporan  hasil  pengawasan, pelaksanaan  administrasi  umum,
pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan
Isnpektorat dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Pimpinan.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat didukung oleh
Sumber Daya Manusia Aparatur per 31 Desember 2017 berjumlah 42 orang
PNS yang diklasifikasikan berdasarkan Golongan, Jabatan, Pendidikan dan
Diklat JFA, Teknis dan Substantif ( APIP ) serta Asset seperti yang telah
dijelaskan sebelumnya.
Berdasarkan  kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap seluruh
Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Dinas, Badan, Setwan, Kantor, Bagian
pada Setda, Kecamatan, Kelurahan, Sekolah-sekolah dan UPTD ) dan
pengkajian terhadap situasi, kondisi, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang
berasal dari dalam maupun dari luar, maka dapat diidentifikasi isu-isu
strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Inspektorat
sebagai berikut:

1. Belum optimalnya fungsi APIP (Inspektorat) sebagai Quality Asurance
(Penjamin Mutu) dan consulting (Pembinaan) dalam pelaksanaan Tata
Kelola Pemerintahan

2. Belum optimalnya penyelesaian kasus pengaduan Masyarakat terkait
Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

3. Belum maksimalnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh

SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Renctrategis Ispektoat (016— - - B H- 11




4. Belum optimalnya Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi

5. Belum ditetapkannya Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Pemerintah Kota
Bukittinggi

6. Belum optimalnya evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

7. Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum optimal
dilaksanakan di setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi

8. Level Kapabilitas APIP Kota Bukittinggi masih berada pada level 2

. _____________________________ |
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Rencana Strategis merupakan suatu proses secara sistematis yang berangkat
dari Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Bukittinggi yang berorientasi
pada hasil yang ingin dicapai pada masa yang akan datang dengan
memperhatikan kondisi yang ada pada saat ini dengan berpedoman kepada
RPJM Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, maka dapat ditetapkan Visi
Inspektorat Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 yaitu:

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bukittinggi yang
Akuntabel”.

Yang dimaksud dengan Akuntabel adalah dapat dipertanggung jawabkan.
Maka penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bukittinggi yang Akuntabel
adalah  Penyelenggaraan Pemerintahan Kota  Bukittinggi  dapat
dipertanggung jawabkan baik dalam hal pelaksanaan kinerja Pemerintah
maupun laporan keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi. Penyelenggaraan
Pemerintahan yang akuntabel merupakan salah satu prinsip dalam

mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance).

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam

bentuk misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan

oleh instansi pemerintah. Dalam hal ini Inspektorat mempunyai Misi

sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan.

Misi Inspektorat Kota Bukittinggi ditetapkan sebanyak 2( dua ), sebagai
berikut:
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang berkinerja, bersih dan bebas

dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme

e
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2. Mewujudkan Inspektorat sebagai lembaga Pengawasan Internal yang

profesional.

Mewujudkan Pemerintahan yang berkinerja, bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan misi dari Inpektorat dalam
mengemban misi 2 Pemerintah Kota Bukittinggi. Pemerintahan yang
berkinerja dimaksudkan bahwa seluruh Instansi di Lingkungan Pemerintah
Kota Bukittinggi memiliki akuntabilitas kinerja yang baik. Bersih dan bebas
Korupsi dan Kolusi dan Nepotisme dimaksudkan bahwa dalam menjalankan
roda pemerintahan, Satuan Kerja Perangkat Daerah bebas dari
penyimpangan dan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Mewujudkan Inspektorat sebagai lembaga Pengawasan yang
profesional dimaksudkan bahwa Inspektorat berkomitmen untuk
meningkatkan kompetensinya sebagai aparatur pengawasan. Sesuai dengan
paradigma baru  bahwa  Inspektorat berperan  sebagai Qua
lity Assurance (Menjamin kualitas/mutu), Consulting partner (konsultasi)
dan early warning (peringatan dini), maka peran Inspektorat lebih banyak
memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
pemerintahan.

Implementasi dari pernyataan misi yang telah ditetapkan dan
merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan Inspektorat Kota
Bukittinggi dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun, maka Inspektorat
Kota Bukittinggi dapat secara tepat mengetahui apa yang harus
dilaksanakan oleh Inspektorat untuk kurun waktu 1 sampai 5 tahun ke depan
dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.
Lebih dari itu perumusan tujuan stratejik ini juga akan memungkinkan
Inspektorat Kota Bukittinggi untuk mengukur sejauh mana visi dan misi
Kota Bukittinggi tercapai.

Adapun tujuan strategis Inspektorat Kota Bukittinggi adalah:

1). Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkinerja, Bersih dan

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.




Dengan ditetapkan Tujuan Inspektorat yang hendak dicapai selama 2016-
2021, sebagai pencapaian Misi RPJMD, akan diimplementasikan melalui

sasaran dan Indikator — indikator keberasilan.
Sasaran

Sasaran stratejik Inspektorat Kota Bukittinggi merupakan bagian
integral dalam proses perencanaan stratejik Inspektorat Kota Bukittinggi dan
merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian
kinerja Inspektorat Kota Bukittinggi, serta lebih menjamin suksesnya
pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti
keseluruhan satuan kerja di lingkungan Inspektorat Kota Bukittinggi.
Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan
stratejik yang terkait. Untuk mencapai tujuan dimaksud maka ditetapkan
sasaran Inspektorat Kota Bukittinggi sebagai berikut :

1). Meningkatnya Efektifitas Pengawasan

2). Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat sebagai APIP

- ________________________.. "  __ > > > @S> iii -
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Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Bukittinggi

TARGET KINERJA PADA
5| TUIUAN SASARAN ity TAHUN KE-
RIJA
1 2 3 e 5
(1) () 3) “4) G 16 | D ]6® | 9
1. | Terwujudnya  [1.1. Meningkatnya | Skor PMPRB 60 65 70 70
Tata Kelola Efektivitas
Pemerintahan Pengawasan Persentase SKPD
yang berkinerja, yang bebas 7,14 7,14 10,71 14,28 17,86
bersih dan bebas temuan  Internal |@ SKPD)|@ SKPD) (3 SKPD)|(4 SKPD)| (5 SKPD)
KKN dan Eksternal
Persentase SAKIP
SKPD yang 40% | 60% | 65% | 70% | 100%
bemilai BB | b | 0| o0 ) e sk,
1.2 Meningkatnya | Nilai Quality
kapabilitas Assurance (level) | 1,67 3 3 3 3
Inspektorat
sebagai APIP
yang
Profesional

Dari tujuan dan sasaran strategis Inspektorat sebagaimana tercantum diatas, maka dapat
ditentukan Indikator Kinerja Utama yang dapat mendukung pencapaian Tujuan dan
Sasaran Inspektorat. Adapun Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Bukittinggi
dapat dilihat pada tabel 4.2.

Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2016-2021  IV-4
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1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

1)
2)
3)
4)

BAB YV

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang
dijabarkan ke masing-masing kebijakan berdasarkan analisis SWOT. Berbagai
kebijakan di tiap-tiap strategi diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan.
Untuk tercapainya tujuan dan sasaran menuju terwujudnya visi Inspektorat Kota
Bukittinggi dalam periode 2016-2021,maka peran Inspektorat Kota Bukittinggi
dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel dengan

menempuh strategi sebagai berikut :

Meningkatkan kualitas SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi
Meningkatkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Meningkatkan Penerapan SPIP SKPD.

Meningkatkan Zona-zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Kota
Bukittinggi.

Meningkatkan Mutu Perencanaan Pengawasan

Meningkatkan Pelaksanaan Pengawasan sesuai PKPT

Meningkatnya Mutu Pelaporan Pengawasan

Meningkatkan Efektifitas Penyelsaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Meningkatkan Peran dan Layanan APIP

10) Meningkatkan Pengelolaan SDM

11) Meningkat Praktek Profesional.

5.2Arah Kebijakan

Adapun kebijakan Inspektorat dalam periode 2016-2021untuk menjalankan strategi
adalah sebagai berikut :

Terwujunya penyusunan PKPT berbasis resiko
Terwujudnya Penyusunan SOP kegiatan
Terwujudnya hasil Pemeriksaan Reguler

Terwujudnya hasil Pemeriksaan Tujuan Tertentu
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5) Terwujudnya hasil Reviu

6) Terwujudnya hasil monitoring dan Evaluasi

7) Meningkatnya  Zona-zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Kota
Bukittiggi

8) Meningkatnya penerapan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittiggi

9) Meningkatnya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

10) Meningkatnya Mutu Dokumen Pemantauan Tindak Lanjut

11) Meningkatnya penerapan mekanisme penyelesaian Tindak Lanjut

12) Meningkatnya respon SKPD terhadap penyelsaian Tindak Lanjut

13) Meningkatnya layanan konsultasi/asistensi

14) Meningkatnya atensi kepada Pimpinan

15) Meningkatnya APIP yang berkualifikasi Profesional

16) Meningkatnya kompetensi APIP

17) Meningkatnya kualitas Pelayanan dalam Penugasan

18) Meningkatkan hubungan dengan lembaga Pengawasan lainnya

19) Meningkatnya peran manajemen dalam pengawasan

20) Meningkatnya Kapabilitas APIP

Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD

dalam lima tabun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan-

Strategi dan Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah SKPD, dan disajikan dalam

table 5.1.

Tabel 5.1.

Strategi dan Arah Kebijakan

VISI: Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel

MISI :Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang berkinerja, bersih dan bebas KKN

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Tujuan 1 Sasaran 1 Strategi 1 Kebijakan 1
TerwujudnyaTata Meningkatnya 1. Meningkatnya mutu 1. Terwujudnya penyusunan PKPT
Kelola efektifitas perencanaan pengawasan berbasis ;esnko sop
Pemerintahan yang | Pengawasan 2. Eeryvuw nya penyusunan
berkinerja, bersih egiatan
dan bebas dari




VISI: Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel

MISI :Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang berkinerja, bersih dan bebas KKN

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
2. Meningkatnya 3. Terwujudnya pelaksanaan

pelaksanaan pengawasan pemeriksaan reguler
sesuai PKPT 4. Terwujudnya pelaksanaan

pemeriksaan tujuan tertentu

5. Terwujudnya hasil reviu

6. Terwujudnya hasil monitoring
dan evaluasi

7. Meningkatnya rekomendasi yang
dapat ditindak lanjuti

8. Meningkatnya mutu Dokumen
pemantauan tindak lanjut

9. Meningkatnya penerapan
mekanisme penyelesaian tindak

lanjut
3. Meningkatnya mutu 10. Meningkatnya respon SKPD
pelaporan pengawasan terhadap penyelesaian tindak
upaya pencegahan dini lanjut. Terlaksananya Reviu
terhadap penyimpangan LKIP Pemerintah Kota Bukit-
pada SKPD tinggi;

11. Meningkatnya Zona-zona Inte-
gritas di Lingkungan Pemerintah

Kota Bukittiggi
12. Meningkatkan Penerepan SPIP-
SKPD
13. Meningkatkan Penilaian Mandiri
RB
Sasaran 2 Strategi 2 Kebijakan 2
Meningkatnya 1. Meningkatkan peran dan | 1. Meningkatnya layanan
Kapabilitas layanan APIP. konsultasi/asistensi
Inspektorat  sebagai | 2. Meningkatnya 2. Meningkatnya atensi kepada
| APIP yang Profesional Pengelolaan SDM Pimpinan
| 3. Meningkatnya praktek | 3. Meningkatnya ~ APIP  yang
| profesional berkualifikasi Profesional
4. Meningkatnya kompetensi APIP
5. Meningkatnya kualitas

pelayanan dalam penugasan

6. Meningkatnya hubungan dengan
lembaga pengawasan lainnya

7. Meningkatnya peran manajemen
dalam pengawasan

8. Meningkatnya kapabilitas APIP
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BAB V1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini akan dikemukakan rencana program dan kegiatan, serta
pendanaan indikatif untuk 5 (lima) tahun mendatang. Adapun penyajiannya

menggunakan table 6.1 berikut ini.
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BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan adalah Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang
direncanakan akan dicapai Perangkat Daerah dalam Lima tahun mendatang sebagai komitmen
untuk mendukung Pencapaian Tujuan, Sasaran serta Program dan Kegiatan. Indikator Kinerja
ini merupakan Indikator Kinerja Kunci dari penyelenggaraan Bidang Urusan yang ada di
dalam RPJMD dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2018.

Untuk Urusan Pembinaan dan Pengawasan Indikator Kinerja Kunci belum tertuang dalam
RPJMD Kota Bukittinggi, namun dalam lampiran Permendari Nomor 86 Tahun 2017
tercantum Indikator Kinerja Kunci urusan Pembinaan dan Pengawasan yang secara langsung
menunjukan kinerja yang akan dicapai Inspektorat dalam lima tahun mendatang. Pada bagian
ini akan dikemukakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat yang ditampilkan dalam ta-
bel 7.1 berikut ini :

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran

Kondisi
Kinerja Kondisi
d . . Kinerja
Xa :; Target Capaian Setiap Tahun pada
No Indikator e 3
Periode Akhir
RPIMD Periode
RPJMD
2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9
L. | Persentase Tindak Lanjut 70% 70% 74% 78% 82% 85% 85%
Temuan
2. ; 0,37
Persentase Pelanggaran Pegawai 0,52% 0,52% 0,48% 0,45% 0,41% . 0.37%
0
3. | Jumlah Temuan BPK terhadap 15 14 13 12 11 10 10
LKPD

Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2016-2021 Vi-1




BAB VIII

PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh
pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Bukittinggi ini
merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Inspektorat Kota Bukittinggi selama periode 2016-2021, mengikuti
periode berlakunya RPJMD Kota Bukittinggi 2016-2021.

Seiring dengan terjadinya perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Bukittinggi, maka perlu dilakukan perubahan dan
penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat agar dapat lebih
mengakomodir kebutuhan organisasi, selanjutnya Renstra merupakan penjabaran
dokumen RPJMD. Yang kemudian Renstra Inspektorat dijabarkan ke dalam
Rencana Kerja (Renja) Inspektorat dan merupakan rencana tahunan Inspektorat
Kota Bukittinggi setiap tahunnya selama periode lima tahun 2016 - 2021 dan akan
dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Renstra ini memberi kontribusi besar terhadap perencanaan Inspektorat
Kota Bukittinggi secara makro, tidak berhenti pada tahap perencanaan, akan tetapi
merupakan suatu kesinambungan pada tatanan pelaksanaan sekaligus landasan
awal dalam monitoring dan evaluasi serta pengawasan pengimplentasian

perencanaan secara optimal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten-
tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangaka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Ren-

cana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah

Rencana Srategis Inpektrat Tahun 20-201 VII-1




Daerah, Perubahan Renstra Inspektorat ini ditetapkan melalui Surat Keputusan
Inspektur Kota Bukittinggi yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Waliko-
ta Bukittinggi dan di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan
dan evaluasi, sebagai wujud penyelengaraan pemerintahan yang akuntabel, trans-
paran dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good gover-
nance).

Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang
berkaitan dengan Inspektorat merupakan bagian pencapaian kinerja dan
pertanggungjawaban kepada Walikota dan Wakil Walikota, serta secara moral
dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Kota Bukittinggi.

INSPEKTUR KOTA BUKITTINGGI

AMRI, SE.
Pembina Utama Muda
NIP. 196203111986031004
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